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 Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” 
kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan
ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang 
didasarkan pada etika atau moral Pancasila
dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Etika Pancasila adalah landasan moral dan
kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme
(kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya
bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

 Ekonomi pancasila=ekonomi pasar terkendali



 Pada tahun 1980 Seminar Ekonomi Pancasila dalam rangka
seperempat abad FE-UGM “menghimbau” pemerintah Indonesia 
untuk berhati-hati dalam memilih dan melaksanakan strategi
pembangunan ekonomi. Ada peringatan “teoritis” bahwa ilmu
ekonomi Neoklasik dari Barat memang cocok untuk
menumbuhkembangkan perekonomian nasional, tetapi tidak
cocok atau tidak memadai untuk mencapai pemerataan dan
mewujudkan keadilan sosial. 

 Karena amanah Pancasila adalah mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia maka ekonom-ekonom UGM 
melontarkan konsep Ekonomi Pancasila yang seharusnya
dijadikan pedoman mendasar dari setiap kebijakan
pembangunan ekonomi. Jika Emil Salim pada tahun 1966 
menyatakan bahwa dari Pancasila yang relevan dan perlu diacu
adalah (hanya) sila terakhir, keadilan sosial, maka ekonom-
ekonom UGM menyempurnakannya dengan mengacu pada
kelima-limanya sebagai berikut:



1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan
ekonomi, sosial, dan moral; 

2. Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan
kemerataan sosial yaitu tidak membiarkan terjadinya dan
berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial; 

3. Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi mekin
jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang 
kuat, tangguh, dan mandiri; 

4. Demokrasi Ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; 
koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku
ekonomi perorangan dan masyarakat; 

5. Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil, antara
perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan
otonomi yang luas, bebas, dan bertanggungjawab, menuju
perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 



 Konsep etik ekonomi Pancasila menurut Mubyarto dalam
bukunya Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila dicirikan sebagai
berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, 
moral dan sosial.

2. Ada kehendak kuat dari seluruh anggota masyarakat untuk
mewujudkan keadaan kemerataan sosial ekonomi.

3. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah pengembangan
ekonomi nasional yang kuat dan tangguh, yang berarti
nasionalisme selalu menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi.

4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. \

5. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara sentralisme dan
desentralisme kebijaksanaan ekonomi untuk menjamin keadilan
ekonomi dan keadilan sosial dengan sekaligus menjaga
efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.



 Pada dasarnya sistem ekonomi yang berlandaskan
(berorientasi pada):

1. Ketuhanan yang maha esa, yakni mengenal etika dan
moral agama, bukan bersifat materialistik.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya tidak
mengenal pemerasan / exploitasi manusia.

3. Persatuan; yakni kebersamaan, kekeluargaan dan
kemitraan.

4. Kerakyatan; yakni yang mengutamakan ekonomi rakyat
serta hajad hidup orang banyak. Ini mencerminkan
adanya demokrasi ekonomi (dari kita, oleh kita untuk
kita, bukan dari kita, oleh kita untuk kamu).

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni yang 
menitik beratkan pada kemakmuran masyarakat bukan
individu.



1. Menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / 
pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, 
bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan
lain sebagainya.

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu
juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting
namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi
sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. 
Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, 
berdampingan secara damai dan saling mendukung.

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan
produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin
dan diawasi oleh anggota masyarakat.

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian
karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.



 Pendapat lain pun mengatakan bahwa terdapat
lima ciri pokok dari sistem ekonomi Pancasila
yaitu: 

1. Pengembangan koperasi penggunaan insentif
sosial dan moral.

2. Komitmen pada upaya pemerataan.

3. Kebijakan ekonomi nasionalis.

4. Keseimbangan antara perencanaan terpusat.

5. Pelaksanaan secara terdesentralisasi.



1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

2. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak di kuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh
Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Sumber-sumber Kekayaan dan keungan Negara digunakan dengan
permufakatan lembanga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap
kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula.

5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilikh dalam memilih pekerjaan
yang dikehendaki serta mempunyai hak dan penghidupan yang layak.

6. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatjannya tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan masyarakat.

7. Potensi, inisiatif dan daya kreasi warga Negara diperkembangkan sepenuhnya
dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
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